Menimbang

GUBERNUR SUMATERA UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

o

(dasar usulan UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem
jaminan sosial nasional pada bagian pertimbangan)



Mengingat

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, ¢, d, e, f, dan huruf g perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Jaminan Sosial Pekerja Rentan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan



10.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2023 tentang Provinsi Sumertera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik



13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5730);

(dasar template
Kemendagri surat edaran dirjen otonomidaerah Kementerian
dalam negeri nomor : 100,2.1.6/4878/OTDA tanggal 21
Agustus 2025 hal percepatan pembentukan produk hukum
daerah dalam rangka peningkatan Universal Coverage
Jamsostek (UCJ)

(sebagai dasar
untuk pengalokasian anggaran daerah)




22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

8

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera  Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 64).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN
SOSIAL PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara



N

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

0

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Sumatera Utara.

12. Perlindungan Jaminan Sosial adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi pekerja rentan dan hak-haknya sebagai bagian satu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

14. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker
adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

15. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Rutin yang selanjutnya disingkat
Jamsosnaker Secara Rutin adalah jaminan sosial yang iurannya
dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah.

16.Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Secara Insidental yang selanjutnya
disingkat Jamsosnaker Secara Insidental adalah jaminan sosial yang
iurannya dibayarkan pada kesempatan atau waktu tertentu.

17. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan
bagi pekerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.



21.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial
yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak
bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan
setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia.

N

2.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah
jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami
pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan pelatihan kerja.

N

3. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan
dan/ atau lingkungan kerja.

N

4.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan
hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian
pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat
kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.

N

S5.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau
hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung
mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk
menjalankan pekerjaannya.

w
N




35. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja pada sektor informal
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai pekerja
dengan penghasilan cenderung rendah dan tidak stabil atau tidak
menentu atau di bawah standar upah minimum, bekerja dalam
lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan
keselamatan kerja atau memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dan
kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh
perkembangan/perubahan sosial ekonomi yang terjadi serta tidak
mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

w

6.Program perlindungan pekerja rentan adalah pembayaran iuran
kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja bukan penerima
upah di daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

41.Bantuan Pembayaran Iuran adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara untuk Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah melalui pendaftaran
program dan pembayaran Iuran Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan
Kematiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

N
N

45. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak sah yang tercantum dalam
satu kartu keluarga.

46.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk kepesertaan dalam
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau sumber dana lain yang sah.

47.




Pasal 2

Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;

b. Manfaat; dan

c. keadilan sosial.

Pasal 3

Maksud dari penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian
hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi pekerja rentan di Daerah.

Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan dimaksudkan untuk
mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam memberikan jaminan
sosial terhadap Pekerja Rentan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja
dan kematian.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja
rentan secara umum bertujuan untuk:

a. memberikan pelindungan pekerja rentan dan keluarga dengan
program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja
rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;

b. memberikan persiapan yang memadai bagi pekerja rentan
dan/atau keluarganya untuk mengatasi dan mencegah
kemiskinan ekstrem akibat pekerja yang menjadi tulang
punggung keluarga mengalami kematian dan/atau kecelakaan
kerja; dan

c. membangun solidaritas, kolaborasi dan kebersamaan dalam
mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrim pekerja rentan.

(2) Penyelenggaraan Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan secara khusus
bertujuan untuk:

a. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
yang layak bagi Peserta Jaminan Sosial dan/atau anggota
keluarganya akibat risiko kecelakaan kerja dan kematian;

b. menjamin agar Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
memperoleh santunan wuang tunai apabila seorang pekerja
mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat
kerja; dan memberikan santunan kematian yang dibayarkan
kepada ahli waris Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
meninggal dunia.

c. Memberika santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli

waris Peserta Jaminan Sosial yang Ketenagakerjaan yang



meninggal dunia.

-~
—

Pasal 5
Sasaran perlindungan jaminan sosial pekerja rentan yakni pekerja bukan
penerima upah dan [HEECHGEIDCHCHIIGINUDANNNSENE masyarakat yang

memenuhi persyaratan sebagai peserta program Jamsosnaker.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pokok-pokok Jamsosnaker Pekerja Rentan;



b. penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan;

o o

BAB III
POKOK-POKOK PROGRAM JAMSOSNAKER PEKERJA RENTAN
Bagian Kesatu
Cakupan Program Jamsosnaker Pekerja Rentan

Pasal 7

(1)

(2) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagalmana dimaksud pada ayat
1) mencakup JKK dan JKM.

—_—

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Perlindungan Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan

Pasal 8

s



Bagian Ketiga
Iuran

Pasal 9

(1) Pemberian pantuanitran ESISSISESNINPSNINEE <cpescrtaan S

program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan

(2) Jenis fasilitasi atau bantuan kepersertaan dalam program Jamsosnaker
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jamsosnaker Secara [Nl berkelanjutan; dan

b. Jamsosnaker Secara Insidental.
(3) Jamsosnaker Secara Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan
pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu
minimal 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

(4) Jamsonaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan
pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu
minimal 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, yang antara lain
mencakup:

a. fasilitasi atau bantuan kepesertaan awal atau pertama kali;

b. peserta kegiatan kerja darurat (padat karya);

c. peserta kegiatan pelatihan kerja dan atau magang kerja yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah; dan

d. peserta kegiatan insidental lainnya yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah.

(5) Jangka waktu pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah, atau dalam hal pembiayaan dari sumber
non APBD sesuai dengan kesediaan para pihak atau pihak-pihak terkait
yang memberikan fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program
Jamsosnaker Pekerja Rentan.

(6) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja Rentan
ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan
ditetapkan dalam nota kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(7) Teknis pelaksanaan pembayaran fasilitasi atau bantuan kepesertaan
program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara bulanan dan atau sekaligus untuk beberapa bulan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Manfaat Program Jamsosnaker Pekerja Rentan
Paragraf 1
Manfaat JKK



Pasal 10

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja
berhak atas Manfaat JKK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan yang berlaku. [GHDCHRUE.

Paragraf 2
Manfaat JKM

Pasal 11

(1) Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas
Manfaat JKM.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan yang berlaku. (DGRt

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Manfaat JKK

Pasal 12

(1) Peserta yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter,
meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja berhak
mendapatkan Manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.

(2) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak
atas Manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Manfaat JKK

Pasal 13

(1) Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
berhak atas Manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Pembayaran Manfaat JKM bagi Peserta yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ahli Waris.

(3) Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

(kontradiksi dengan ayat 1 dan 2)

BAB IV
PENYELENGGARAN JAMSONAKER PEKERJA RENTAN
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Jenis Peserta
Paragraf 1
Persyaratan Peserta

Pasal 14



(1) Setiap Pekerja Rentan yang aktif bekerja di Daerah maupun luar -
di Wilayah Sumatera Utara dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja
Rentan.

(2) Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan yang bekerja di Daerah yang
merupakan warga luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diikutkan pada Program Jamsosnaker yang bersumber dari dana
non APBD.

(3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. masuk dalam kategori Pekerja Rentan;
b. memiliki KTP dan Daerah -

c. aktif bekerja di Daerah;
d. berusia - Heneapal B8 17 (tujuh belas) tahun dan
belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika
mendaftar sebagai peserta program Jamsosnaker;
e. belum atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif program JKK dan
JKM pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
f. salah satu anggota keluarga tidak ada yang menjadi
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Jenis Pekerjaan atau Aktivitas Peserta

Pasal 15

(1) Jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta program Jamsosnaker Pekerja
Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup:
(a) bukan penerima upah; dan

(b) tergolong pekerja rentan PefcHmANGPAN-
(2) Bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki aktivitas pekerjaan yang bersifat mandiri atau usaha sendiri.

(5) Peserta program Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) memiliki aktivitas atau mengikuti
kegiatan padat karya/kerja darurat, pelatihan dan magang kerja dan/atau
kegiatan lainnya yang memerlukan pelindungan Jamsosnaker.

(6)

a. Pekerja penyandang disabilitas
b. Petani;
c. Nelayan;



Tenaga kerja bongkar muat;
Kelompok jaga kampung;
Awak kapal tradisional;
Pengemudi sepeda motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau
barang;
. Awak mobil angkutan umum untuk barang;
Awak mobil angkutan umum untuk orang;
Tukang service air conditioner;
Tukang las;
Pekerja bengkel perorangan;
. Tukang kayu;
Tukang batu;
Buruh harian lepas perorangan;
Pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
Petugas pos pelayanan terpadu/posyandu;
Peternak;
Pekebun;
Pekerja pada perkebunan sawit dan ekositem perkebunan atau pekerja dari
produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;
Penyuluh agama yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
Pekerja sosial keagamaan;
w. Pekerja rentan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

® oo
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Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan

Pasal 16

(1) Pemberian fasilitasi atau bantuan iuran kepesertaan Jamsosnaker Pekerja
Rentan bersumber dari:

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dialokasikan pada [Diligs

Perangkat Daerah.

(3) Pembebanan anggaran dalam pelaksanaan program Jamsosnaker Pekerja
Rentan dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam
bentuk pembayaran iuran PesertallPerlindungan Jaminan | Sosial
Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Perangkat Daearah memfasilitasi pihak-pihak terkait yang peduli dan akan
berpartisipasi dalam pembiayaan Jamsosnaker Pekerja Rentan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan dan penggunaan pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala

Daerah.

Bagian Ketiga



Perubahan Data Peserta dan Tidak Berlakunya Kepesertaan
Paragraf 1
Perubahan Data Peserta

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan

kegiatan usaha atau pekerjaan, peserta melalui Lurah menyampaikan
perubahan data secara lengkap dan benar kepada [GUDCHIEN Kepala
Daerah melalui Perangkat Daera yang membidangi urusan
ketenagakerjaan DilES paling BE lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi
perubahan.

(2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diperuntukkan pada program Jamsosnaker Secara Rutin.

Paragraf 1
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 18

(1) Kepesertaan Jamsosnaker  Pekerja Rentan dinyatakan tidak

(1)

(2)

(3)

berlaku apabila terjadi:

a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah bagi kepesertaan
Jamsosnaker Secara rutin;

b. peserta tidaklagi bekerja di Daerah bagi kepesertaan
Jamsosnaker Secara Insidental;

c. peserta tidak lagi termasuk Pekerja Rentan dengan jenis pekerjaan
sebagimana tercantum dalam Keputusan Gubernur;

d. peserta meninggal dunia;

e. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
dan/atau

f. salah satu anggota keluarga menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD
yang berstatus sebagai pegawai tetap.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 19

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Rentan didasarkan pada data dan informasi pekerja rentan yang dikelola
dalam sistem informasi pekerja rentan.

Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam bentuk sistem
informasi pekerja rentan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, aktual, sinergis,
dan berkelanjutan.

Pengembangan dan pengelolaan informasi pekerja rentan diselenggarakan
oleh Perangkat Daerah bersinergi dengan instansi atau perangkat daerah
lain yang terkait.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN



Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan dilaksanakan
oleh
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan
kepada

B Perangkat Daerah Provinsi melakukan pembinaan terhadap Pemerintah
Kabupaten/Kota secara berkala. [BilloSiiaDaticIaRIa DI
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
dalam bentuk:
a. fasilitasi;

b. konsultasi; dan
c. rapat koordinasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

(1) Dalam rangka meningkatkan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan
di Daerah, dilakukan pengawasan secara terpadu oleh Kepala Daerah),

DPRD dan Perangkat Daerah terkait JiiSuiNcIaRSaINN S E OGS
EEEERCHEDNESNEHREl don BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
dilakukan dalam bentuk koordinasi.

(3) Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk
tim koordinasi.

(4) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Kepufuisan Kepala'Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

N

=

| |

(5) Tim koordinasi melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan
perlindungan tenaga kerja kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan




sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan
perlindungan tenaga kerja di Daerah.

&

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pelaporan
BESEREll scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22

BESAEE, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Gubernur.

S

W



KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
bagi Pekerja Rentan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Ttd

Muhammad Bobby Afif Nasution

Diundangkan di ...



pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ttd

Togap Simangunsong



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: ..., ... / ...;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Ttd

Aprilla H. Siregar
NIP 19690421 199003 2003



ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu
dengan mengembangkan sistem  jaminan sosial bagi
kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara
yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden
ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional
dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat
yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia
telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial
nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk
badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan,
nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas,
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan
Dana Jaminan Sosial dipergunakan  seluruhnya untuk
pengembangan  program dan untuk sebesar- besarnya
kepentingan Peserta khususnya terhadap tenaga kerja dan
pekerja atau buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga
kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur,
dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan
ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga
kerja dan pekerja/buruh khususnya pekerja rentan serta pada
saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif
bagi pengembangan dunia usaha.

Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan merupakan
rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
dan meningkatkan taraf hidup sebagai manusia yang
bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan jaminan sosial
pekerja rentan dilakukan secara sistematik, terpadu dan
bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan,
pemberdayaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan
sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam
suatu peraturan sehingga menjadi dasar hukum terwujudnya
pekerja rentan yang mandiri, maju dan bertanggungjawab.

Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada
Bidang Tenaga Kerja dalam Sub Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada Daerah Provinsi dinyatakan pada huruf b.
Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi. Hal
tersebut dapat dikualifikasikan dan dihubungkan dengan Pasal
3 Undang- Undang Ketenagakerjaan, pembangunan
ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan
melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah,
sehingga Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam
perlindungan jaminan sosial pekerja rentan.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf
b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan



Kerja dan Jaminan Kematian, serta menjamin kepastian
dan memperkuat peraturan perlindungan jaminan sosial
rentan di Provinsi

Sumatera Utara, diperlukan payung

sebagai pedoman dalam Perlindungan Jaminan Sosial

Rentan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

hukum
pekerja
hukum

Pekerja

Contoh sumber dana lain yang sah antara lain dana

tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate

Sosial Responsibility (CSR) atau badan

sumbangan atau kontribusi dari

individu

usaha,

atau

kelompok masyarakat atau pihak-pihak terkait yang

peduli lainnya.



Ayat (4)

Contoh sumber dana lain yang sah antara lain dana
tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate
Sosial Responsibility (CSR) atau badan usaha,
sumbangan atau kontribusi dari individu atau

kelompok masyarakat atau pihak-pihak terkait yang

peduli lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Perubahan terkait dengan persyaratan peserta

dapat dilakukan melalui Peraturan Gubernur.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17



Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
NOMOR . ..

PROVINSI SUMATERA UTARA



